BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam menjalani kehidupan tidak dapat lepas dihadapkan
dengan masalah, pertentangan dan konflikkepentingan antar sesamanya.Dalam
hal ini hukum bekerja dan diperlukan, adanya hukum berfungsi agar terjaga
keseimbangan, ketertiban serja kesejahteraan dalammasyarakat.Pada dasarnya
manusia sebagai pribadi dapat berbuat apa saja secara bebas dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun kebutuhan melanjutkan
keturunan.' Namun setiap tindakan yang dilarang dapatdikategorikan sebagai
tindakpidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman.Kejahatan yang terjadi
dimasyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu
hukumpidana.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan untuk
warganya. Di antara kepentingan tersebut, ada yang bisa sejalan dengan
kepentingan yang lain, tetapi ada pula kepentingan yang dapat menyulut
konflik dengan kepentingan yang lain. Hukum sering disalahartikan, hanya
berfungsi jika terjadi konflik.Padahal, pada hakikatnya hukum sudah berfungsi
sebelum konflik terjadi,dengan kata lain hukum berfungsi sebelum terjadi
konflik dan setelah terjadi konflik.?

Hukum pidana sebagai sarana atau alat bagi penyelesaian

terhadapproblematika dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu

' Suharto,Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Jakarta: Prenamedia, 2013, him. 3.
2 Ali, Achmad,Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 80.
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memberikan solusi yang tepat. Maka, pembangunan hukum dan hukum pidana
pada khususnya, perlu lebihditingkatkandan diupayakan dengan terarah dan
terpadu.Kodifikasidan  unifikasibidang-bidang  hukum tertentu  serta
penyusunan perundang-undangan baru yangdibutuhkan guna menjawab semua
tantangan darisemakin meningkatnyakejahatan dan perkembangan tindak
pidana.

Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) bisa dilihat sebagai hukum
pidana objektifyaitu suatu tindak pidana yangdigolongkan menurut ketentuan-
ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidanasubjektif yaitu ketentuan-
ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasamenerapkan
hukum.Kehidupan bermasyarakat sehari-hari bila dicermati semakinmudah
ditermukan. Maraknya tindakpidana terutama disebabkankeinginan-keinginan
manusia yang tidak terbatas dantidak dapat mengendalikan diri untuk
menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga
terdapat dorongan yang kuat untukmemenuhi keinginandengan menghalalkan
berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana.’

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyrakat,
khususnya pergaulan anak muda adalahmembawa senjata tajam tanpa ijin.
Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diaturUndang-Undang Drt No. 12 Tahun
1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”

(Stbl. 1948No.17) dan Undang-Undang Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang

’ Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bakti,2011, hlm. 69.



spesifiknya lebih jelas tentang bahan peledak dan senjata api, tetapi Pasal 2
berkaitan dengan senjata penikam, penusuk dan pemukul, dimana sebagai
pengecualiannya ruang lingkup senjata yang digunakan lebih umum, segala
sesuatu yang bisa digunakan untuk memukul, menikam atau menusuk sudah
bisa masuk ke dalam pasal tersebut.

Pengaturan tersebut di atas dilakukan sebagai upaya preventif
untukmencegah ataumengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu
kejahatan.Undang-undang tersebut selain mengatur senjata api dan bahan
peledak jugadidalamnya mengatur tentang senjata tajam.Undang-Undang Drt
No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yangdipergunakan untuk pertanian, atau
untuk pekerjaan rumah tangga atau matapencaharian yang tidak bertentangan
dengan undang-undang yang boleh digunakandi kepentingan sehari-
hari.Contoh petani yang membahwa cangkul, golok atau sabit
untukmencangkul sawah, seorangibu rumah tangga menggunakan pisau untuk
berjualan mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjatatersebut
dipergunakanuntuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, iburumah
tangga atau pengarajin pisau tersebut.

Begitupun untuk barang pusaka kunomerupakan suatu pengecualian
dalam undang-undang inidiharuskan dalam mempergunakannya alat untuk
membawanya telah mendapatizin dari kepolisian atau barang pusaka yang
dibawa telah terdaftar ke kemendikbudsebagai barang pusaka yang sudah
bersertifikat, dan digunakan untuk kepentinganadat atau upacara adat.Senjata

tajam di Indonesia merupakan suatu hal yangdipandang umum oleh



masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalumerupakan
tindakan yang dibenarkan oleh hukum.Dalam Undang-Undang Drt.Nomor 12
Tahun 1951, seseorang membawa senjata tajamdapat dikategorikan sebagai
salah satu bentuk tindak pidana apabila tidakdigunakan sesuai dengan
peruntukkannya.

Pada prakteknya tidak jarangseseorang yang membawa senjata
tajamtersebut yang memang digunakan untukmenunjang pekerjaan dianggap
oleh kepolisian merupakan tindakpidana.Banyaknya masyarakat yang
belummengerti tentang hukum, khususnyapenggunaan senjata
tajam,mengakibatkan banyak pula masyarakat yang tertangkaptangan
membawasenjata  tajam  tanpa  ijin.Hal ini  tentunya  sangat
mengkawatirkan,dimana  darisebagaian masyarakat yang tertangkap
membawa senjata tajam tanpaijin, rata-rata dari mereka tidak mengetahui
tentang aturan tersebut.

Tingkat kejahatan yang terjadi dilndonesia akhir-akhir ini sangat
meningkat.Penigkatan ini  terjadi  baik dari segijumlah maupun
macamkejahatan yang terjadi.Kejahatan yang terjadi ini
sangatmerugikanmasyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau
kerugianpsikologis.Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah
ataupertentangan dankonflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan
demikianhukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban

dalammasyarakat.*

4 Saherodji, H. Hari, Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta: Aksara Baru, 2008, hlm. 11.



Bagi sebagaianmasyarakat awam, mereka membawa senjata tajam jika
bepergian atau keluar darirumah hanya untuk berjaga-jaga dan untuk
keselamatan diri sendiri bahkansebagian dari mereka membawa senjata tajam
untuk keperluanpekerjaan. Sehingga mereka akan terkejut jika secara tiba-tiba
menjadi terpidanakarena kasus membawa senjata tajam ijin, apalagi jika
senjata tajam tersebut digunakan untuk menakut-nakuti seperti pada pada
kasus perkara nomor 39/Pid.Sus/2020/PN bbs.

Pada kasus ini Terdakwa dan Saksi Rofi Iman Daronadoh sekira
pukul20.30 Wib di  pinggir jalan Dukuh Klapasawit Desa
PadasugihKecamatan Brebes Kabupaten Brebes mencari Saksi Rikho Widodo
Bin Walid sambilmemegang dengan menggunakan tangan kanannya dan
mengacun-gacungkan senjata tajam jenis celurit mendekati Saksi
RikhoWidodo BinWalid, melihat kejadian tersebut warga masyarakat
meneriaki  Terdakwadengan  teriakan  “Maling-Maling” pada  saat
diteriakintersebut laluTerdakwa berlari kearah utara dan warga mengejarnya
hingga akhirnyaberhasil menangkap Saksi Rofi Iman Daronadoh, mengetahui
SaksiRofi Iman Daronadoh tertangkap oleh warga selanjutnya
Terdakwakembali untuk membantu Saksi Rofi Iman Daronadoh
denganmengacungkan-acungkan senjata celurit yang di bawanya agar warga
takut,namun warga semakin banyak yang datang dan menyuruh
Terdakwamembuang celurtinya, kemudian Terdakwa menjatuhkan ke bawah

senjatatajam jenis celurit yang di bawanya lalu oleh Saksi Wasro BinWastap



senjata celurit tersebut diamankan lalu diserahkan kepada SaksiKhaerudin
selaku Ketua RT.’

Terdakwa pada kasus tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata
tajamjenis celuritterbuat dari besi bergagang kayu panjang +40 cm
tidakdigunakan untukpertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga
atau untukkepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-
nyatamempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau
barangajaib.Potensi kejahatan yang bisaditimbulkan dari penguasaan atau
membawasenjatatajam yang bertujuan bukan untuk pekerjaan sangatlah besar
sehingga keberadaan undang-undang tersebuttetap dipertahankan dengan
ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjatapenikam tersebut
dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikanatau tidak
dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancamantindak
kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyalahgunaanmembawa
senjata tajammerupakan kasus yang paling sering terjadi saat ini. Walaupun
senjata tajam bagimasyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang
digunakan untukpertanian, namun jika disalahgunakan untuk menyerang
akibatnya dapatmenyebabkan luka berat ataupun kematian. Mencermati hal
tersebutpenulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauvan Yuridis

Hukum Pidana Menakuti Orang dengan Senjata Tajam”.

> Pengadilan Negeri Brebes, Putusan Nomor39/Pid.Sus/2020/PN  bbs, Brebes:
Pengadilan Negeri Brebes,2020, him. 3-4.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkanuraian latar belakang di atas, makarumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanapengaturan hukumpidana berkenaan dengan manakuti orang
dengan senjata tajam?
2. Bagaimanapertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa
hak membawa senjata tajamjenis clurit pada putusan nomor39/Pid.Sus/

2020/PN Bbs?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka
tujuan yang hendakdicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untukmendeskripsikan pengaturan hukum pidana manakuti orang dengan
senjata tajam.
2. Untukmengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana
tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit pada putusan nomor

39/Pid.Sus/2020/PNBbs.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapatmemberikan manfaatdi bidang
ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:
1. Secara teoritis,pengembanganwawasan danilmu pengetahuanhukum
pidanakhususnya terkait dengan membawa senjata tajam.Hasil penelitian

ini diharapkan dapat menjadi sumberreferensi baru dalam bidang



keilmuan hukum pidanadalam kajianterkait dengan membawa senjata
tajamyang tidak digunakan sebagaimana mestinya serta dapat dijadikan
rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, memberiwawasam dan pengetahuan sertapemahaman
kepada masyarakat tentang hukum membawasenjata tajam di luar
fungsinya serta sanksi hukumnyasehingga dapatmencegah
masyarakatawam agar tidak terjerat dalam tindak pidanatersebut dan

mematuhi aturan terkait senjata tajam atau senjata penusuk lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil  penelusuran  penelititerhadappenelitian-penelitian  ilmiah
sebelumnyatentang tindak pidana kepemilikan senjata api yangdapat
dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Syahputra,®“Pertanggungjawaban
Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertanggungjawaban bagi pelaku kepemilikan senjata api tanpa
izin menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder,
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tertier. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana

yangterkait kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana diatur

6 Syahputra,Bagoes Rendy, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata
Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurist-Diction, Vol. 2,
No. 6, November 2019, him. 2007-2023.



dalamUndang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen™ (Stblt.
1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia DahuluNomor 8
Tahun 1948. Pertanggungjawaban pidana bagi pelakukepemilikan senjata
apitanpa izin menurut Undang-Undang DaruratRepublik Indonesia Tahun
1951tentang mengubah “ordonanntietdelijke bijzondere strafbepalingen”
(stblt. 1948 Nomor 17) dan Undang-UndangRepublik Indonesia Dahulu
Nomor 8§ Tahun1948 diatur secara jelas pada Pasal 1 Barang Siapa, yang
tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerimaa, mencoba,
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai dalam  miliknya,menyimpan, = mengaangkut,
menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu
senjata api, amunisi atau sesuatubahan peledak, dihukum dengan hukuman
mati atau hukuman penjaraseumur hidup atau hukuman penjara sementara
setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Vernando O.,”“Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata
Api Secara llegal”.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)yang dilakukan
dengan penelitian kepustakaan(library research).Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum
primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan judul skripsi ini.Bahan hukum sekunderdalam hal ini seperti buku-

7 Vernando, O., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata
Penikam  atau  Senjata  Penusuk  Tanpa  Izin”,Respositori  Universitas ~ HKBP
Nommensen.Http.//respository.uhn.ac.id/handle/1233456789/3015, April 2019.
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buku, putusan-putusan pengadilan, serta berbagai majalah, literatur, artikel,
dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi
ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setiaporang yang melakukan
tindak pidana memiliki atau membawa senjata penikam/penusuk harus
mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut sesuai dengan Undang-
undang yang mengaturnya agar masyarakat mengetahui sanksi dari perbuatan
tersebut dan keberlangsungan kehidupan di dalam masyarakat lebih tentram.
Musonif, Santoso dan Mardani,® “Tinjauan Yuridis terhadapSeseorang
yang MembawaSenjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak(Studi Kasus
Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)”.Penelitian ini memiliki tujuan
untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materil terhadap
tindakpidanamembawa senjata tajam tanpa izin dalam putusan Pengadilan
NegeriNomor900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim dan penerapan dari hukum yang
berlaku dansolusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka
umumagar tidaktermasuk ke dalam suatu tindakan pidana.Penelitian ini
menggunakan metode penulisanyuridis normatif yaitu dengan cara
menelaahbahan pustaka (data sekunder) yang ada. Hasil penelitian ini
menunjukkan terdakwa jelas melakukan kesalahandalam melakukan tindakan
pidana membawa senjata tajam ke muka umum tanpa izin. Dengan demikian,
perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Drt No.12 Tahun 1951.

¥ Musonif, Muhamad., Santoso, M. Iman., dan Mardani, “Tinjauan Yuridis Terhadap
Seseorang Yang MembawaSenjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak(Studi Kasus Putusan
Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt. Tim)”, Jurnal Krisna Law, Vol. 2, No. 1, 2020, 147-158.
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Langi, “Tindak Pidana olehAnak Membawa Senjata
Tajamsebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang
No.12/DRT/1951”.Penelitian nini dilakukan dengan tujuan umtuk mengetahui
rumusan tindak pidana berkenaan dengan menyimpan senjata tajam
menurutUndang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan pertimbangan hukumdalam
putusan hakim terhadap anak yang menyimpan senjata
tajam/membawaSenjata Tajam.Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatifmenyimpulkan bahwa perbuatan berkenaan dengan Senjata
Tajam dalam UU No. 12/Drt/1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam
yang secara langsung merugikan orang lain. Pengaturan bersifat
komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan
kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.Pertimbangan hukum dalam
putusan hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana terhadap anak
yang membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan jaksa di
Pengadilan Negeri Cibadak sudah sesuai dengan perasaan keadilan dimana
dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih di bawah

umur, sehingga putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Metode Penelitian

. Jenis Penelitian

Penelitianini merupakan penelitian kepusatakaan (library research),

yaitujenispenelitianyangdilakukandenganmembacabuku-

? Langi, Jeklin Masya, “Tindak Pidana oleh Anak Membawa Senjata Tajam sebagaimana

Dimaksud dalam Undang-Undang No. 12/DRT/1951”,Lex Crimen, Vol.5, No. 5, Juli 2016, 127-

133.
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bukuataumajalahdansumberdatalainnyauntukmenghimpundatadariberbagailit
eratur,baik perpustakaanmaupunditempat-tempatlain.'°Penelitian  ini  tidak
hanya kegiatan membaca dan mencatat data yang telahdikumpulkan.
Penulismengolahdatayangtelahterkumpuldengantahap-tahappenelitian
kepustakaan dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan,
sehinggamemperoleh gambaran serta pemahamanterkait dengan pengaturan
hukum pidana berkenaan dengan manakuti orang dengan senjata tajam dan
pengaturan hukum pidana berkenaan dengan manakuti orang dengan senjata
tajam.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  bersifat  yuridis = normatif,  dimana
hukumdikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalamperaturan perundang-
undangan atau hukum dikonsepkansebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yangdianggap pantas.''Penelitian
hukum  normatif meletakkan hukum sebagai sebuah  bangunan
sistemnormayangdibangunmengenaiasas-asas,norma,kaidahdari ~ peraturan-
perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.'?
Penelitian hukum yuridis normatif merupakansebuah penelitian
kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti.

Pada penelitian ini menggunakanpendekatan perundang-undangan (statute

approach). Pendekatanperundang-undangan tersebut digunakan untuk

' Mahmud,MetodePenelitian Pendidikan,Bandung: PustakaSetia,2011,hlm.31.

""" Amiruddin dan Asikin, Zainal., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

"“Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, him. 33.
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mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan objek yang ditelitiyaitu tindak pidana berkaitan dengan

manakuti orang dengan senjata tajam

SumberData

Datapenelitian ini adalahdata sekunder dengansumber datayang
digunakandalam penelitian kepustakaan iniantara lainbuku-
bukuteks,jurnalilmiah,refrensistatistik, hasil-hasilpenelitian,dan internet, serta
sumber-sumber lainnya yangrelevan.13Datasekunder yang dimaksud antara
lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukumsekunder dan bahan hukum
tertier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangisinya mempunyai
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah."* Sebagai landasan
utama yang dipakai dalam penelitian iniadalahUndang-Undang Drt No.
12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere
Strafbepalingen” (Stbl. 1948No.17) dan Undang-Undang Dahulu No. 8
Tahun 1948.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas
bahanprimer.'’Bahanhukum sekunderdalam penelitian ini adalahhasil-
hasil penelitian hukum, literatur hukum(buku-buku ilmiah), jurnal

penelitian terkait dengan tindak pidana kepemilikan senjata api.

13 Sanusi, Anwar,Metodologi Penelitian Bisnis,Jakarta: Salemba Empat,2016, him.32.
'4 Ashafa, Burhan, Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.
"% Ibid., him. 103.
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yangakan melengkapiatau
menunjangbahan hukum primer dan sekunder.'°Bahan tersier pada
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet
yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api.

4. Metode Pengumpulan Data
Metodepengumpulan datayang digunakan yaitu studi kepustakaan atau
studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data
tertulis.'’Oleh karena sumber data utamaberupa data sekunder, yaitudata-
datatertulis,makateknikpengumpulandatadalampenelitianinimenggunakan
studi kepustakaan danteknikdokumentasi dengan pengkajian informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan
secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
5. Metode Analisis Data
Data-data yangterkumpul dianalisa dengan pendekatan secara analisis
kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga
memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.'*Berdasarkan
sifat penelitian yang menggunakan metodebersifat deskriptif kualitatif.
Deskripsi tersebutmeliputi isi dan strukturhukum positif yaitu suatu
kegiatan yangdilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

aturanhukum  yang dijadikan  rujukan dalam  menyelesaikan

1 Ibid., hlm. 104.

7 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2011, hlm. 21.

'8 Muhammad, Abdukadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004, him. 127.
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permasalahanhukum yang menjadi objek penelitian.'’Analisis dilakukan
dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan
menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-
ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang

diteliti.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi
skripsiuntuk  lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi
skripsi.Adapun sistematika penulisanskripsidalampenelitian ini sebagai
berikut.

Bab I Pendahuluan.Berisi tentanglatar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian,tinjauan pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Memaparkan teori-teori terkait permasalahan
penelitian, meliputi tinjauan umum tentang senjata tajam, tinjauan
umum tentang tindak pidana, dan tinjauan tentang pertimbangan
hakim dalam memutus perkara pidana.

Bab III Hasil Penelitian danPembahasan. Bab ini berisipenjabaran hasil
penelitian meliputi pengaturan hukum pidana manakuti orang dengan
senjata tajam dan kajian tentang pertimbangan hakim dalam
memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis

clurit pada putusan nomor39/Pid.Sus/2020/PN Bbs.

19 Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.
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Bab IV Penutup. Terdiri atas simpulan terkait dengan hasil penelitiandan

saran-saran dari penulis.
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